SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa.

BUPATI BULUNGAN,

bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun
2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan, untuk pelayanan perizinan secara
terintegrasi yang terpadu dalam satu atap belum
sepenuhnya terakomodir dan sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi serta perkembangan saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bulungan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Peraturan Permerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 29 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BULUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten
Bulungan Tahun 2017 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada
Kepala DPMPTSP adalah kewenangan pelayanan
pemberian Perizinan dan Non Perizinan.

(2) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan jenis perizinan dan non perizinan
yang didelegasikan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan bagi Perizinan dan Non
Perizinan yang telah didelegasikan kepada camat.



2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 meliputi penetapan kelengkapan

persyaratan, pemberkasan, penerbitan,
penandatanganan, penomoran, tindakan
Administratif, pemungutan retribusi pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP

berkewajiban untuk:

a. melaksanakan pemberian pelayanan atas semua
bentuk Perizinan dan Non Perizinan yang telah
didelegasikan/dilimpahkan;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang
berkaitan dengan jenis pelayanan, persyaratan
teknis, mekanisme, pemberkasan, penelusuran
posisi dokumen, biaya dan waktu Perizinan dan
Non Perizinan yang telah
didelegasikan/dilimpahkan dengan mengacu
pada prinsip koordinasi, intregrasi, sinkronisasi
dan keamanan berkas;

c. menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
yang telah didelegasikan/dilimpahkan;

d. melakukan tindakan administratif berupa
peringatan, pembatalan atau pencabutan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mentaati peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam hal Kepala DPMPTSP berhalangan atau dinas
luar, maka penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
pejabat yang diunjuk oleh Kepala DPMPTSP.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.
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